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ABSTRAK

Sriyatun Sih Widodo, NPM 201420251022, Penyalahgunaan Wewenang Jabatan
sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyimpangan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi (Studi Kasus : Mahkamah Agung No. 877.K/Pid.Sus/2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Menjelaskan aspek

hukum tentang pendistribusian BBM bersubsidi berdasarkan jenis kegiatan usaha
di Indonesia dan menjelaskan penegakkan hukum atas tindak pidana penyimpanan
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan dbahan
hukum dilakukan melalui wawancara terhadap sumbernya yaitu bapak LF.Lumban
Toruan, Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen
berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini antara lain: 1) Memberikan pemahaman mengenai
mempergunakan BBM bersubsidi dalam jenis usaha pengelolaan sampah
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual
Eceran dan Konsumen Penggunalenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. (2)
Memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana atas organ
jabatan akibat suatu kebijakan perusahaan mempergunakan BBM bersubsidi tanpa
izin. (3) Menjelaskan jangkauan pertanggungjawaban pidana atas organ jabatan
akibat suatu kebijakan perusahaan mempergunakan Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi tanpa izin. (4) Memberikan informasi kepada pelaku usaha yang
mempergunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kegiatan usahanya agar
memperhatikan izin penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2012 Tentang Harga
Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Bagi Pemerintah, untuk lebih memperjelas dan meneggakkan aturan dan ketetapan
khususnya bagi penggunaan kegiatan usaha hilir yang mempergunakan bahan
bakar bersubsidi agar kegiatan usaha yang juga mengenai pelayanan publik dapat
juga memperoleh kesempatan untuk mempergunakan bahan bakar minyak
bersubsidi untuk keringanan usahanya. Namun untuk memperjelas kembali
bagaimana profit dari usaha berbasis pelayanan publik tersebut, maka Pemerintah
dapat meminta laporan atas keuntungan yang diperoleh Perusahaan agar
penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tersebut tepat sasaran. Bagi Perusahaan
berbasis pelayanan umum, bilamana ingin menggunakan bahan bakar minyak
bersubsidi harus mengetahui benar apakah dalam peraturan perundang-undangan
bahwa usaha pelayanan publik tersebut diizinkan atau belum, dan bilamana belum
maka dapat mengajukan kepada instansi Pemerintah terkait untuk memperoleh izin
dalam mempergunakan dan menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Jabatan dan Tindak Pidana Korupsi
Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
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ABSTRACT

Sriyatun Sih Widodo, NPM 201420251022, Abuse of Authority of Position
as a Crime of Corruption in the Case of Distribution of Subsidized Fuel Oil
(Case Study: Supreme Court No. 877.K / Pid.Sus / 2014

This study aims to know and understand Describe the legal aspects of the
distribution of subsidized fuel based on the type of business activities in

Indonesia and explains the law enforcement of the criminal petrol storage
(BBM) without permission.

This research is an empirical law research, the technique of collecting
dbahan of law is done through interview to the source that is father
LF.Lumban Toruan, Library Studies, that is by collecting various
documents in the form of primary law material and secondary law material
and tertiary law material.

The results of this study include: 1) Provide an understanding of the use of
subsidized fuel in the type of waste management business under the
provisions of Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural gas jo. Presidential
Regulation no. 15 Year 2012 About Retail Prices and Consumer Users of
Certain Petroleum Fuel Type. (2) Providing knowledge of criminal
responsibility for the organ of office due to a company policy using
subsidized fuel without permission. (3) Describes the extent of criminal
responsibility for the organ of office as a result of a company's policy of
using unlicensed subsidized fuel oil (BBM). (4) Providing information to
business actors using Fuel Oil in their business activities in order to pay
attention to the permit for the use of subsidized Fuel Oil (BBM) as
stipulated in Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Natural Gas jo.
Presidential Regulation no. 15 Year 2012 About Retail Prices and Consumer
Users of Certain Fuel Type of Oll.

For the Government, to further clarify and uphold the rules and provisions
specifically for the use of downstream business activities that use subsidized
fuel for business activities that are also about public services may also have
the opportunity to use subsidized fuel oil for its business relief. But to
clarify how the profit from such a public service-based business, the
Government may request a report on the Company's profits for the
distribution of subsidized fuel is targeted. For a public utility-based
company, if wishing to use subsidized fuel, it is necessary to know whether
or not in the legislation that the public service business is permitted or not,
and where applicable to the relevant government agencies to obtain permits
in the use and storage of fuel subsidized oil.

Keywords : Abuse of Possibilty and Criminal Act in Case of Fuel Oils
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